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I. Pendahuluan 
 Sejarah berdirinya bank syariah jika ditelusuri 
dimulai dengan adanya perdebatan yang sangat dalam 
mengenai bunga bank. Di satu sisi ada yang berpendapat 
bahwa suku bunga bank bukan riba (sebab suku bunga 
bank relatif kecil), di sisi lain ada yang berpendapat suku 
bunga bank masih dalam kondisi mustabihad karena 
memang belum ada bank yang beroperasi secara syariah. 
Sementara ada sebagian besar yang menganggap suku 
bunga bank adalah riba sesuai dengan surah Al-Baqarah 
275. Bagi yang menganggap suku bunga bank tidak riba 
dan mustabihad bisa terus memanfaatkan jasa bank 
konvensional, tetapi bagi yang menganggap bunga bank 
adalah riba yang berarti haram, perlu dicarikan solusinya. 
Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 
tahun 1990 mengadakan konferensi di Cisarua Bogor, 
Jawa barat dalam rangka membahas pendirian bank Islam 
sesuai yang diinginkan oleh umat Islam yang menolak 
bank konvensional (Sutrisno, 2018). 
 Dalam konferensi ini disepakati untuk segera 
mendirikan bank Islam, dan dibentuk panitia kerja 
pendirian bank Islam. Dengan demikian, konferensi ini 
dapat dianggap sebagai tonggak sejarah kebangkitan 
Islam dalam bidang ekonomi, perbankan dan keuangan di 
Indonesia (Kasri & Kassim, 2009). Ulama dan akademisi 
sangat intens dalam membahas pendirian bank Islam 
sementara para praktisi perbankan dan para pembuat 
kebijakan masih merasa asing dengan konsep perbankan 
Islam tersebut. 
 Hasil kerja tim pendirian bank Islam yang dibentuk 
MUI adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). 
Tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini belum bisa 
beroperasi karena UU Perbankan waktu itu yaitu Undang-
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Undang No. 14 tahun 1968 tidak mengakomodir 
perbankan Islam, karena dalam UU tersebut secara jelas 
pengertian kredit harus disertai dengan imbalan bunga, 
sementara bank Islam menolak bunga. Dukungan 
pemerintah saat itu sangat kuat, sehingga segera 
dibuatkan UU Perbankan yang baru untuk 
mengakomodasi berdirinya bank Islam, yakni UU No. 7 
tahun 1992. 
 Segera setelah UU No. 7 tahun 1992 disyahkan pada 
maret 1992, Bank Muamalat Indonesia mengadakan soft 
opening pada 1 Mei 1992 dengan modal disetor sebesar 
Rp 106 milyar, dan beroperasi secara penuh pada 1 
November 1992. Pada saat itu BMI lebih dikenal dengan 
sebutan ‘bank bagi hasil’, karena memang dalam UU No. 
7 tahun 1992 tidak pernah menyebutkan bank syariah atau 
bank Islam. Baru pada Undang-Undang Perbankan No. 10 
tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang 
Perbankan No.7 tahun 1992 menyebutkan bahwa bank di 
Indonesia bisa beroperasi dengan cara konvensional 
(berdasar bunga) dan berdasarkan prinsip syariah 
(BAPPENAS, 2016). 
 Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
menjadi momentum berkembangnya lembaga-lembaga 
keuangan syariah. Segera setelah itu berdiri berbagai 
lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah 
(takaful), pasar modal syariah, pegadaian syariah dan 
lembaga keuangan syariah lainnya. 
 Pada awalnya, perkembangan perbankan syariah 
sangat lamban karena sampai lima tahun berdirinya BMI 
belum ada tambahan bank syariah. Oleh karena itu, agar 
terjadi akselerasi pertumbuhan bank syariah, pada tahun 
1998 Pemerintah mengamandemen UU No. 7 tahun 1992 
dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengizinkan 
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perbankan konvensional mendirikan Unit Usaha Syariah 
(UUS). Diizinkannya pendirian UUS ini sempat menjadi 
kontroversi karena permodalan UUS berasal dari bank 
konvensional yang tentunya tidak terlepas dari unsur 
bunga. Namun, karena pemerintah berkeinginan agar 
perbankan tumbuh dengan pesat, maka UUS tetap 
diizinkan beroperasi. 
 Sampai saat ini, jumlah perbankan syariah sebanyak 
14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan 
Statistik Perbankan Syariah Juni 2024, Jumlah aktiva 
bank syariah pada tahun 2023 sebesar 816,4 triliun 
meningkat 4,38% dari tahun 2022. Dana pihak ketiga 
tahun 2023 sebesar Rp 669,3 triliun meningkat 10% dari 
tahun sebelumnya dan total pembiayaan tahun 2023 
sebanyak Rp 560,6 triliun meningkat 11,2% dari tahun 
sebelumnya. Data tersebut menunjukkan perbankan 
syariah terus berkembang dengan pesat. Namun 
demikian, perkembangan tersebut jika dibandingkan 
dengan perbankan nasional, kontribusinya masih sangat 
kecil. Baik total aset, total dana pihak ketiga maupun total 
pembiayaan, tidak lebih dari 10% perbankan nasional. 
Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim 
Indonesia yang 80% lebih merupakan umat Islam. 
 Menurut masterplan arsitektur keuangan syariah 
(BAPPENAS, 2016), perbankan syariah diprediksi 
mampu menembus pangsa pasar perbankan sebesar 10% 
pada lima tahun mendatang (2020). Ternyata, prediksi 
tersebut tidak terbukti, perbankan syariah masih berkutat 
dengan pangsa pasar kurang dari 10% dari perbankan 
nasional. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang berat 
bagi semua pihak yang peduli dengan ekonomi syariah. 
Bagaimana sebuah negara yang mayoritas beragama 
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Islam, namum perbankan Islam tidak menjadi bank 
pilihan utama. Oleh karena itu, perlu usaha yang super 
ekstra bagi menajamen bank syariah dan pemerintah 
untuk memajukan perbankan syariah. 

Tabel 1: Kinerja BUS dan BPRS 

Variabel 
Bank Umum Syariah BPR Syariah 

Max Min Mean Max Min Mean 
ROA 3.69 -7.13 .2106        63.04        -30.38          1.91  
CAR 41.40 19.38 26.38        95.09           2.54         12.71  
FDR 107.56 38.33 80.54      384.87         34.08         93.69  
NPF 8.83 0.08 2.34        65.05           0.01           7.63  

BOPO 206.19 71.27 104.42      448.29         10.64         87.86  
Sumber: Data Bank Syariah dan BPRS diolah 

 

Data kinerja bank syariah bisa dilihat pada tabel 1 
di atas, dimana rata-rata profitabilitas bank umum syariah 
(BUS) yang diukur dengan return on assets (ROA) 
sebesar 0,21%, dan BPRS sebesar 1,91% yang 
menunjukkan profitabilitas bank masih sangat rendah. 
Sedangkan permodalan bank yang diukur dengan capital 
adequacy ratio (CAR) BUS rata-rata 26,38% dan BPRS 
sebesar 12,71%. Hal ini menunjukkan BUS kurang 
mampu memanfaatkan modalnya untuk untuk disalurkan, 
karena permodalan minimum ditetapkan pemerintah 
hanya sebesar 8%. Hal ini terjadi dikarenakan manajemen 
BUS kesulitan megatasi kelebihan likuiditas. Sementara, 
jika dilihat dari pembiayaan yag diberikan yang dukur 
dengan financing to deposit ratio (FDR) sudah cukup 
ideal yakni rata-rata BUS 80,54% dan BPRS 93,69% 
masih dibawah 100%. Kredit macet yag diukur dengan 
non-performing financing (NPF) untuk BUS cukup baik 
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karena dibawah ketentuan maksimum 5% sementara 
BPRS risiko pembiayaannya sangat tinggi rata-rata 
sebesar 7,63% jauh diatas batas maksimum. Sedangkan 
tingkat efisiensi yang diukur dengan perbaningan antara 
biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO) 
menunjukkan BUS rata-rata 104,42%, artinya biaya 
operasinya melebihi pendpatan operasi, dan ini yang 
menyebabkan profitabilitas BUS sangat kecil, sedangkan 
BPRS masih ideal. 

 
II. Konsep Operasional Bank Syariah 

Untuk membahas perbankan syariah, diperlukan 
pemahaman tentang konsep operasi dan produk-produk 
bank syariah. Dalam menjalankan usahanya, perbankan 
syariah dilarang menggunakan instrumen bunga, karena 
sesuai dengan fatwa MUI bahwa bunga dilarang karena 
termasuk dalam kategori riba. Untuk mengganti 
instrumen bunga, perbankan syariah menggunakan 
beberapa konsep dalam menjalankan operasionalnya. 
Konsep tersebut antara lain: 
a. Konsep titipan (Al-Wadiah) 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, yakni titipan 
dari pihak lain kepada pihak tertentu yang harus menjaga 
atas barang yang diditipkannya tersebut (Karim, 2014; 
Muhammad, 2011). Dasar hukum wadiah adalah Al-
Qur’an surah An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
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Ada dua jenis wadiah yakni wadiah yad amanah 
dan wadiah yad dhamanah. Wadiah Yad Amanah 
merupakan wadiah di mana si penerima titipan tidak 
diizinkan untuk memanfaaatkan barang yang dititipkan 
oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan 
dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal 
ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima 
titipan dalam memelihara titipan tersebut. Sedangkan 
Wadiah Yad Dhamanah merupakan wadiah di mana si 
penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan 
tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk 
mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat 
jika si pemilik menghendakinya.  

Perbankan syariah mengaplikasikan dalam produk 
pendanaan yang berasal dari masyarakat. Dana 
masyarakat yang menggunakan konsep wadiah adalah 
giro dan tabungan. 

 
b. Konsep Bagi Hasil (Mudharabah) 
 Mudharabah merupakan suatu kontrak antara 
paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal yang 
disebut shahibul maal, yang mempercayakan sejumlah 
dana kepada pihak lain, pengusaha atau mudharib untuk 
menjalankan suatu aktivitas atau usaha (Jais et al., 2020; 
Khan et al., 2020; Wiyono & Erowati, 2022). Secara 
teknis mudharabah merupakan akad kerja sama usaha 
antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 
semua dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lain 
sebagai pengelola. Jika ada kerugian, maka kerugian 
tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang 
kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak 
yang mengelola dana. Dengan demikian jika kerugian 
tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan 
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pengelola, maka pihak pengelola tersebut harus 
bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Hadis Nabi: 
‘Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul 
Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 
mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 
mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya, 
atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, 
yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 
Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada  
Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya’ 
(HR. Thabrani). 
 Ada dua jenis mudharabah yaitu mudharabah 
mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah 
mutlaqah jika shahibul maal tidak memberikan batasan-
batasan (restriction) atas dana yang di investasikannya. 
Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana 
tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis 
pelayanannya Sedangkan mudharabah Muqayyadah, 
shahubul maal memberikan batasan atas dana yang 
diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana 
tersebut sesuai dengan batasan yang di berikan oleh 
shahibul maal. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu 
saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain. 
 
c. Konsep perdagangan (marjin laba) 

Perdagangan adalah kegiatan membeli suatu barang 
yang tujuannya untuk dijual kembali. Konsep ini juga 
sering disebut sebagai prinsip jual beli atau marjin laba 
yang dalam praktiknya dinamakan murabahah (Alam et 
al., 2023; Khotijah, 2020). Dengan konsep perdagangan 
atau jual beli dimngkinkan bank untuk memperoleh 
keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. 
Perbankan syariah diizinkan untuk menggunakan konsep 
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ini dalam menjalankan operasionalnya. Landasan 
hukumnya adalah Al-Qur’an surah An-Nisaa 29: ‘Hai 
orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
sukarela di antaramu’. 

Dalam praktiknya, perbankan syariah membeli 
barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian 
menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan 
marjin laba terhadap harga perolehan barang tersebut. 

d. Konsep sewa (Ijarah) 
Dalam operasionalnya, perbankan syariah bisa 

menerapkan konsep sewa atau dalam syariah Islam 
disebut sebagai ijarah. Ijarah merupakan akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu 
sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan 
prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek 
transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya 
barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang 
maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, 
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri.  

Landasan hukum konsep sewa ini adalah Al-Qur’an 
surah Al-Baqarah 233: “Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
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patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa`d 
Ibn Abi Waqqash: 

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) 
hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami 
melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakannya dengan emas atau perak.” 

 
e. Konsep Fee 

Sama seperti pada perbankan konvensional, bank 
syariah selain menerima dana dari masyarakat dan 
memberikan pembiayaan juga menjalankan fungsi 
perbankan lainnya yakni memberikan layanan yang 
berbasis fee (jasa). Bank syariah memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran seperti memberikan bank garansi, 
memberikan letter of credit, memberikan jasa inkaso, 
kliring, transfer dan jasa perbankan lainnya. 
f. Konsep Sosial 

Sesuai dengan amanat Undang-undang perbankan 
bahwa perbankan syariah diizinkan untuk memberikan 
pembiayaan berdasar konsep sosial, yakni memberikan 
pembiayaan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun 
kecuali nasabah diwajibkan mengembalikan pokok 
pembiayaannya (Sutrisno, 2015). 

 
III. Produk Perbankan Syariah 

 Menurut UU No. 10 tahun 1998, perbankan terdiri 
dari bank umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagaimana 
fungsi perbankan, perbankan syariah juga berfungsi 
sebagai financial mediary yakni menghimpun dana dari 
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masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk pembiayaan. Dari fungsi penghimpunan 
dana Masyarakat melahirkan produk pendanaan dan dari 
penyaluran dana melahirkan produk pembiayaan. 
Produk pendanaan 
 Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan 
terdiri dari giro, Tabungan dan deposito. Produk 
pendanaan pada bank syariah menggunakan konsep 
wadiah untuk produk giro dan Tabungan dan 
menggunakan konsep mudharabah untuk produk 
tabungan dan deposito. Giro dan Tabungan dengan 
konsep wadiah, nasabah meneitipkan pada bank dan bank 
tidak boleh menjanjikan akan memberikan imbalan, 
namun jika bank memperoleh laba bisa memberikan 
bonus. Sementara untuk Tabungan dan deposito berbasis 
mudharabah (bagi hasil), akan memberikan kompensasi 
bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan. 
Produk pembiayaan 
 Penghasilan utama bank berasal dari penyaluran 
dana bank kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada 
masyarakat pada bank konvensional disebut dengan 
kredit, sedangkan pada perbankan syariah disebut sebagai 
pembiayaan (financing). Produk pembiayaan bank 
syariah bisa menggunakan berbagai konsep, baik berdasar 
konsep perdagangan (marjin laba), konsep bagi hasil, 
konsep sewa, maupun konsep sosial (Rosly, 2005). 
 
(1) Konsep perdagangan 
 Dalam surah Al-Baqarah ayat 175 menyebutkan 
bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Dengan dasar itulah maka bank syariah dalam 
memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 
perdagangan. Dengan konsep ini, bank akan membelikan 



13 

barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjual 
barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan 
marjin laba diatas harga pokok barang tersebut. 
Pembiayaan berdasar perdagangan ini terdiri dari 
pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan 
pembiayaan istishna. 
 
a. Pembiayaaan Murabahah 
 Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan 
cara bank membelikan produk yang diinginkan nasabah 
dan menjualnya kepada nasabah (Maulidizen, 2018; 
Mulya & Ansari, 2024). Bank menambahkan marjin laba 
terhadap harga pokok barang yang akan dijual kepada 
nasabah. Atas penjualan produk tersebut, nasabah akan 
membayar secara cicilan dengan jangka waktu sesuai 
kesepakatan. 
b. Pembiayaan Salam 
 Jual beli secara salam terjadi jika dalam penjualan 
tersebut pembayaran dilakukan secara tunai sementara 
penyerahan barangnya ditangguhkan atau diserahkan di 
masa yang akan datang sesuai kesepakatan (Ahmed, 
2018; Ismal, 2009). Islam mensyaratkan agar jika 
bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, 
untuk dilakukan pencatatan. Hal ini untuk menghindari 
adanya kecurangan dalam perjanjian jual beli tersebut. 
Jual beli dengan penyerahan barang dibelakang diizinkan 
dalam Islam.  
c. Pembiayaan Istishna 
 Bai’ al Istishna merupakan kontrak penjualan 
antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, 
pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan 
pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati 
(Karim, 2014; Muhammad, 2011). Pembayaran dapat 
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dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan 
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam fatwa 
DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli istishna’ adalah 
akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan 
(penjual, shani’). Dalam sebuah kontrak Bai’al Istishna, 
pembeli dapat mengizinkan pembuat barang 
menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan 
kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang 
dapat membuat kontrak istishna kedua untuk memenuhi 
kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak seperti ini 
dikenal sebagai “Istishna Paralel”. 
 
(2) Konsep bagi hasil 
 Pembiayaan berdasar bagi hasil yakni akad 
pembiayaan yang tidak memberikan keuntungan yang 
pasti baik jumlah maupun waktunya. Kuntungan bank 
syariah tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh 
nasabah. Bagi hasil yang ditentukan pada awal perjanjian 
pembiayaan adalah nisbah atau porsi bagi hasil. Misalnya 
ditentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah 
40:60, artinya bank akan menerima bagian keuntungan 
sebesar 40% dari keuntungan yang diperoleh oleh 
nasabah. Ada dua jenis pembiayaan berdasar bagi hasil 
yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 
musyarakah. 
a. Pembiayaan mudharabah 
 Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh bank Islam kepada nasabah di mana semua 
dana yang dibutuhkan disediakan oleh bank sementara 
nasabah hanya menyediakan proyek dan manajemennya 
(Jais et al., 2020; Khan et al., 2020; Wiyono & Erowati, 
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2022). Bank tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam 
pengelolaan manajemen. Sesuai dengan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000, 
bahwa bank syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) 
menyediakan dananya 100%, dan nasabah sebagai 
pengusaha (mudharib) menyediakan usaha dan 
manajemennya. Jika ada kerugian, bank syariah sebagai 
pemilik dana menanggung semua kerugian kecuali 
kerugian tersebut akibat kesengajaan, kelalaian atau 
menyalahi perjanjian. 
b. Pembiayaan musyarakah 
 Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama antara 
pemilik dana (shahibul mal) dengan pemilik usaha 
(mudharib) untuk secara bersama-sama mengelola usaha 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana maupun keahlian (Ahmed, 2018; Effendi & Pratiwi, 
2017). Atas kerja sama ini jika ada keuntungan akan 
dibagi bersama dan jika ada kerugian juga akan dibagi 
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Jais et al., 
2020) 
 
(3) Konsep sewa 

Pembiayaan berdasar konsep sewa dalam syariah 
Islam disebut sebagai ijarah yang berarti akad 
pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Jais et al., 2020; 
Zulfikar, 2020). Dalam perbankan syariah, aplikasinya 
adalah dikeluarkan produk yang disebut pembiayaan 
ijarah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional N0. 
09/DSN-MUI/IV/2000, menentukan obyek ijarah adalah 
antara lain: (1) manfaat dari penggunaan barang dan/atau 
jasa, (2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
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dilaksanakan dalam kontrak, (3) Manfaat barang atau jasa 
harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), (4) 
Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syari’ah. 
 
(4) Konsep sosial 

Salah satu yang membedakan bank syariah dengan 
bank konvensional adalah diizinkannya bank syariah 
menjalankan fungsi sosial. Seperti yang diamanatkan oleh 
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
dimana Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) 
dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana 
yang berasal dari zakat, infak, sodaqah atau dana sosial 
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola 
zakat. 

Pembiayaan yang berdasar atas konsep sosial sering 
disebut sebagai al-Qard. Qard adalah pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali 
atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa 
mengharapkan imbalan. 

Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya, bank 
syariah mengeluarkan produk pembiayaan yang diberi 
nama pembiayaan qardul hasan. Pembiayaan qodul 
hasan adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah 
kepada nasabah dimana nasabah hanya mengembalikan 
sebesar pokok pinjamannya. Bank tidak boleh 
membebankan biaya apapun kecuali biaya yang memang 
muncul atas administrasi pembiayaan tersebut. Biasanya 
pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha kecil dan jika 
diberi beban tambahan akan memberatkan pengusaha 
tersebut. Dana yang digunakan untuk pembiayaan ini 
bukan berasal dari dana komersial, melainkan dari dana 
sosial seperti dari zakat, infaq, dan sedekah. 
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IV. Permasalahan Bank Syariah di Indonesia 

 Pada dasarnya bank syariah hadir untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan bank yang betul-betul 
terbebas dari riba. Namun dalam perjalanannya, ada 
beberapa masalah yang menyebabkan bank syariah tidak 
bisa berkembang sesuai yang diharapkan. Permasalahan 
tersebut antara lain: 

a. Pembiayaan murabahah 
Pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama bagi 

bank syariah sehingga porsinya jauh lebih tinggi 
dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini 
disebabkan pembiayaan ini sangat sederhana dan mudah 
dipahami, mempunyai kepastian harga, risiko sangat 
rendah, namun memenuhi ketentuan syariah karena 
menggunakan prinsip perdagangan (Asyiqin et al., 2019). 
Sebagai contoh, jika nasabah butuh mobil seharga Rp 100 
juta, maka bank akan membeli mobil tersebut kemudian 
menjualnya kepada nasabah dengan menambah marjin 
laba misalnya 10% per tahun. Jika nasabah akan 
mengangsur selama 2 tahun maka angsuran per bulan 
adalah = {100.000.000 + (2 x 10% x 100.000.000)}/24 = 
Rp 5.000.000,-. Skema ini sama persis dengan konsep 
bunga pada bank konvensioanl. Perbedaan utama pada 
akadnya, jika bank konvensional berupa pinjaman dengan 
bunga 10% per tahun sementara bank syariah dengan 
marjin laba.  
 Skema pembiayaan ini banyak mendapatkan kritik, 
karena kemiripan dengan konsep bunga pada bank 
syariah, sehingga hal ini menyebabkan bank syariah 
dianggap tidak syariah (Saidi, 2022). Ada juga yang 
menganggap pembiayaan murabahah merupakan 
islamisasi dari produk kredit bank konvensional. Di 
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samping itu, marjin keuntungan yang ditetapkan oleh 
bank syariah relatif lebih tinggi dibanding dengan bunga 
kredit bank konvensional, sehingga produk ini menjadi 
kurang komptetitf (Alam et al., 2023). Pembiayaan ini 
harus ada basis aktiva tetap sebagai obyek perdangan, 
sehingga kurang praktis untuk kepentingan bisnis yang 
menginginkan penggunaan dana yang fleksibel. 
Pembiayaan ini juga disertai akad wakalah yakni 
mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi 
aktiva tetap yang diinginkan, yang menyebabkan 
transaksi ini terkadang hanya bersifat informal. Bank 
hanya menerima bukti transaksi tanpa validasi. Selain itu 
ada risiko moral dan etis, karena keuntungan yang terlalu 
tinggi dan pasti menimbulkan ketidak seimbangan antara 
prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan praktik 
bisnis yang adil. Jika bank syariah fokus pada 
keuntungan, ada risiko merusak nilai-nilai yang akan 
ditegakkan oleh sistem perbankan Islam. 
 
b. Pembiayaan mudharabah 
 Pembiayaan mudharabah memang sudah 
seharusnya menjadi pembiayaan utama dalam perbankana 
syariah karena yang paling sesuai dengan syariah. Namun 
demikian, dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 
15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, 
membolehkan perbankan menggunakan prinsip profit 
sharing atau net revenue sharing (NRS) (Fatwa_DSN, 
2000). Bahkan DSN menyarankan demi kemaslahatan, 
Lembaga Keuangan Syariah menggunakan NRS sebagai 
basis bagi hasilnya (Khasanah, 2018). Menurut 
Rahmawati et al., (2013), sistem Net Revenue Sharing 
(NRS) yang ada dalam PSAK syariah 105 dan Fatwa DSN 
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MUI no.15/DSN-MUI/ IX/ 2000 dan diterapkan pada 
pembiayaan mudharabah memunculkan ketidakadilan, di 
mana keuntungan berpihak pada pemilik dana (bank) 
daripada mudharib. Net revenue sharing berdasar 
penghasilan bersih artinya pemberi pinjaman tidak pernah 
akan menanggung risiko jika mudharib mengalami 
kerugian. Pengusaha pasti memperoleh penghasilan, 
namun dengan penghasilan tersebut dimungkinkan 
pengusaha masih mengalami kerugian. Jika dengan 
penghasilan bersih tersebut pengusaha mengalami 
kerugian, maka dalam kondisi rugi pengusaha harus tetap 
membayar bagi hasil.  
c. Sumber Daya Insani 
 Salah satu faktor keberhasilan bank syariah adalah 
dukungan sumber daya insani yang profesional di bidang 
perbankan syariah. Sumber daya insasi pada perbankan 
syariah belum bisa dioptimalkan karena sebagian besar 
direkrut dari para professional pada perbankan 
konvensional. Perlu upaya serius untuk mengubah dari 
budaya budaya konvensional menjadi budaya syariah 
(Saidah et al., 2024). Tantangan manajemen untuk bisa 
merekrut dan mengembangkan SDI yang profeional 
dibidang perbankan syariah (Motik, 2024; Yanti et al., 
2024). 
d. Sikap Masyarakat Terhadap Bank Syariah 
 Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, 
namun yang memanfaatkan jasa bank syariah masih 
sangat sedikit (Hasan & Syahira, 2022). Ada beberapa hal 
yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan bank syariah 
di Indonesia antara lain: 
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 Kurangnya literasi dan pemahaman keuangan 
syariah.  

 Literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia 
masih sangat rendah tentang perbedaan antara bank 
konvensional dan bank syariah. Masih banyak yang 
menganggap sama antara bank konvensional dengan bank 
syariah. Masyarakat juga belum paham dan masih merasa 
asing dengan nama-nama produk yang ditawarkan oleh 
bank syariah, karena istilah-istilahnya yang menggunakan 
istilah asli Bahasa arab seperti wadiah, mudharabah, 
murabahah, musyarakah.  
 Masyarakat masih menganggap bunga bank tidak 

riba.  
 Masih banyak masyarakat Indonesia yang 
menganggap bunga bank tidak riba, sehingga masyarakat 
tetap menjadikan bank konvensional sebagai bank 
utamanya. Bahkan, banyak masyarakat yang meyakini 
bunga riba dan mempunyai rekening bank syariah, tetapi 
juga mempunyai rekening bank konvensional dengan 
pertimbangan kemudahan teknologi. Pendapat ini sejalan 
dengan Arafah et al., (2023) melakukan literature review 
bahwa banyak tokoh sepeti Fazlurrahman, Abdullah 
Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan 
Rahardjo dan Darul Ifta’ Mesir yang merupakan lembaga 
fatwa keislaman di Mesir yang menganggap bunga tidak 
haram. 
 Rendahnya sosialisasi bank syariah.  

 Agar masyarakat memahami dan mempunyai 
literasi tentang bank syariah, maka perlu upaya yang 
serius dan berkesinamabungan untuk melalukan promosi 
dan sosialisasi kepada masyarakat (Aisyah et al., 2023). 
Memang menjadi tantangan bagi manajemen bank syariah 
untuk melakukan sosialisasi dan promosi dimana 
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anggaran biaya untuk itu tidak sedikit. Pemerintah melalui 
OJK juga sudah berupaya melakukan sosialisasi 
perbankan syariah, namun masih kalah dibanding dengan 
bank konvensional.  
 Selain itu, faktor jangkauan layanan bank syariah  

yang masih terbatas, ketersediaan produk yang terbatas, 
serta kurangnya dukungan infrastruktur dan dukungan 
kebijakan yang kurang optimal juga menjadi faktor yang 
menyebabkan Masyarakat Indonesia masih enggan 
memanfaatkan perbankan syariah sebagai bank utama 
mereka. 
 
e. Masalah maqasid syariah 
 Kinerja bank syariah selain diatur sesuai dengan 
standar Kesehatan bank seperti bank konvensional, juga 
dituntut beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. 
Menurut POJK No. 11 tahun 2011, manajemen bank 
syariah wajib melakukan penilaian secara mandiri 
terhadap Tingkat kesehatannya dengan menggunakan 
pendekatan risk-based bank rating, juga harus mengikuti 
tujuan syariah atau maqasid syariah. Maqasid syariah 
secara umum mencakup lima tujuan utama terdiri dari (1) 
memelihara agama (ad-din), (2) memelihara jiwa (an-
nafs), (3) memelihara akal (Al-aql), (4) memelihara 
keturunan (an-nasl), dan (5) memelihara harta (al-mal). 
Mohammed & Razak., (2008) dan Antonio et al., (2020) 
menfasirkan maqsid syariah dalam perbankan syariah 
menjadi 3 elemen yaitu pertama tahdhib al-fard 
(pendidikan karyawan) yang diukur dengan besarnya 
hibah pendidikan, pelatihan, penelitian dan 
publikasi/sosialisasi bank syariah. Kedua, Iqamah al-adl 
(menciptakan keadilan) yang diukur dengan keuntungan 
yang wajar (fair return), keterjangkauan harga 



22 

(affordable price), dan porsi produk bebas bunga. Ketiga, 
Jalb al-maslahah (kepentingan umum) yang diukur 
dengan profitabilitas, rasio zakat, dan rasio investasi di 
sektor rill. 
 Hasil penelitian kami menunjukkan masih sangat 
minim kepatuhan bank syariah terhadap maqasid syariah. 
Bank syariah lebih mengutamakan kinerja keuangan 
dibanding kinerja maqasid syariah (Sutrisno, 2018). Hal 
ini dikarenakan kinerja maqasid syariah hanya sebagai 
himbauan dan bukan sebagai kewajiban sehingga kinerja 
maqasid syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank 
syariah (Sutrisno & Widarjono, 2018). Bahkan hasil 
penelitian menunjukkan indek maqasid syariah 
berhubungan negative dengan kinerja keuangan (Sutrisno, 
2018). Hai ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan 
matrik Syariah Conformity and Profitability (SCnP) 
model, yang digagas oleh Kuppusamy et al., (2010) 
seperti pada gambar 1 di bawah. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1: Posisi Bank Syariah dalam Matrik SCnP 

(Sumber: Sutrisno, 2018) 



23 

V. Mau Dibawa ke Mana Bank Syariah? 
 Beban manajemen perbankan syariah memang 
sangat berat, karena selain berorientasi laba, perbankan 
syariah juga harus beroperasi sesuai maqasid syariah. 
Manajemen perbankan syariah dalam operasionalnya 
tidak sebebas dan sefleksibel perbankan konvensional. 
Mengatasi masalah likuiditas misalnya, masih belum 
banyak instrumen-instrumen likuiditas yang betul-betul 
terbebas dari unsur bunga baik dalam penempatan dana 
jika kelebihan likuiditas maupun sumber dana jika 
mengalami kekurangan likuiditas. Namun demikian, 
manajemen memang dituntut untuk bisa membawa 
perbankan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah 
agar kepecayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah 
semakin baik. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang 
harus ditempuh oleh manajemen perbankan syariah antara 
lain: 
a. Mengurangi porsi pembiayaan murabahah yang oleh  
sebagian masyarakat masih dianggap sama dengan 
produk bank konvensional. Kesannya, hanya mengubah 
nama bunga dengan marjin laba, yang pada 
perhitungannya sama persis dengan bunga. Atau 
menjadikan pembiayaan murabahah betul-betul sesuai 
dengan aslinya yaitu adanya basis asset yang dijual 
belikan, bukan hanya akadnya saja. Ada cerita menarik 
dari sebuah BMT di salah satu PTS yang ingin mengubah 
pembiayaan murabahah yang oleh seorang kyai dianggap 
haram, karena transaksinya tidak disertai dengan aset riil 
(Dewi, 2023). Manajer BMT bertekad melakukan 
transformasi mekaanisme transaksi yang semula BMT 
menyerahkan uang tunai kepada nasabah dan 
mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang 
diinginkan, menjadi penyerahan aset riil. Transformasi 
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ini ternyata ditentang baik dari internal (SDI) maupun 
eksternal (nasabah). Dari internal, SDI hanya 60% yang 
bersedia meneruskan pengabdiannya, sementara dari 
eksternal banyak yang komplain karena semula 
menerima uang menjadi menerima barang. Kondisi ini 
terjadi tidak hanya seminggu dua minggu tetapi sampai 
sekitar 6 bulan tidak ada nasabah. 
b. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan  
dengan konsep profit and loss sharing, di mana jika laba 
akan dibagi bersama sesuai dengan nisbah yang 
disepkatai, begitu pula jika rugi juga akan dibagi sesuai 
dengan porsinya. Oleh karena itu, walaupun Fatwa DSN 
mengizinkan untuk net revenue sharing, sebaiknya 
perbankan syariah tidak melakukannya, karena skema ini 
lebih menguntungkan bank, sehingga mengurangi 
ketidakadilan. Bank syariah lebih utama menerapkan 
prinsip profit sharing karena pembiayaan ini merupakan 
pembiayaan yang sesuai dengan syariah yakni ada 
prinsip keadilan.  
c. Deputi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah  
OJK mengatakan bahwa literasi keuangan syariah di 
Indonesia sebesar 8.93 masih sangat rendah dibanding 
literasi perbankan konvensional 38.03 (Anonim, 2022). 
Oleh karena itu, tugas manajemen perbankan syariah 
untuk semakin meningkatkan literasi keuangan syariah. 
Perlu upaya serius untuk sosialisasi perbankan syariah 
secara kontinu baik melalui media massa, seminar dan 
workshop, pendekatan komunitas terhadap ustaz-ustaz 
yang mempunyai jamaah, sosialsasi melalui influencer, 
atau upaya lain agar perbankan syariah semakin dikenal 
masyarakat. 
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d. Manajemen bank syariah juga harus memperhatikan  
dengan serius masalah SDI yang dimiliki. Sumber daya 
insani perbankan syariah harus profesional tidak hanya 
ahli dibidang perbankan saja tetapi juga paham dengan 
konsep dan produk bank syariah yang ditawarkan, 
memahami implementasi produk perbankan syariah dan 
bisa meyakinkan nasabah bahwa perbankan syariah yang 
dikelola benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip 
syariah. Kepercayaan nasabah terhadap operasi bank 
syariah merupakan kunci bagi pengembangan perbankan 
syariah. Untuk itu manajemen bank syariah harus selalu 
mengadakan Pendidikan dan pelatihan secara rutin dan 
berkesinambungan. SDM tidak hanya dibebani dengan 
target tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah yang berkeadilan. 
e. Manajemen bank syariah juga perlu memperhatikan  
tiga elemen maqashid syariah yang disarankan oleh 
Mohammed & Razak., (2008) dan Antonio et al., (2020) 
yakni pertama, pendidikan karyawan yang tujuannya 
selain kesejahteraan karyawan juga untuk meningkatkan 
profesionalitas karyawan dengan memberikan 
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
publikasi/sosialisasi. Kedua, menciptakan keadilan 
dengan memberikan pembiayaan dengan harga yang 
terjangkau (affordable price) dan mengambil keuntungan 
yang wajar (fair return), dan ketiga, jalb al-maslahah 
yakni mengutamakan memberikan pembiayaan pada 
sektor riil yang sesuai dengan prinsip keadilan, 
mengelola zakat sehingga fungsi sosialnya bisa berjalan 
dengan baik. 
f. Peran Pemerintah.  
 Agar perbankan syariah bisa tumbuh dan 
berkembang dengan baik, perlu mendapatkan dukungan 
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pemerintah baik dari segi regulasi dan kebijakan yang 
mendukung yang berbeda dari bank konvensional, 
pengawasan dan penegakan hukum dengan membentuk 
otoritas khusus yang mengawasi bank syariah dalam hal 
kepatuhan syariah. Selain itu, juga memberikan 
dukungan fasilitas keuangan untuk mendukung 
pengelolaan likuiditas bank syariah dengan 
mengeluarkan berbagai instrument likuiditas bank 
syariah. Pemerintah juga harus bisa memastikan adanaya 
persaingan yang sehat antara bank syariah dengan bank 
konvensional maupun antar bank syariah.  

 
VI. Penutup 

 Keberadaan bank syariah merupakan impian umat 
Islam yang percaya bahwa bunga itu riba yang dilarang 
dalam hukum Islam. Perbankan syariah seharusnya 
mencerminkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-
nilai agama Islam dan menawarkan alternatif yang 
dianggap lebih adil dan etis dibandingkan dengan 
perbankan konvensional. Namun, jika dalam operasinya 
masih ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah, 
mungkin sifatnya masih sementara sehingga dalam jangka 
panjang diharapkan dan kita doakan bisa sesuai dengan 
prinsip syariah yang berkeadilan. 
 Kita sebagai umat Islam maupun Lembaga-lembaga 
yang berlabel Islam sudah selayaknya mendukung secara 
total terhadap perbankan syariah. Yayasan Badan Wakaf 
UII dan Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga 
pendidikan yang berlabel islam dengan berbagai unit 
bisnisnya juga seharusnya mendukung perbankan syariah 
dengan memanfaatkan bank syariah sebagai bank utama. 
Intinya: kalo bukan kita, siapa lagi, kalo bukan 
sekarang kapan lagi? Semoga perbankan syariah bisa 
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berkembang dengan baik dan beroperasi sesuai dengan 
keinginan umat Islam. 
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